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PUTUSAN
Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat

pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam

perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx, lahir di Purworejo pada tanggal 19 Maret 1992, umur
32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXXX, alamat sesuai KTP di XX XXXXXX XX XXX
XX XXX XXXXXXKK XXX XXXXXKKK XXXXXRXKKK XXXXKXKX,
XXXXXXXXX XXXXXXXK,  XXXX XXXXXXKKK,  XXXXXKKK  XKXKXX
Namun saat ini bertempat tinggal di Jalan KOTA
TANGERANG Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan
Tangerang, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXxxX, domisili
elektronik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko
Pratama Putra, S.H, Ml dan Fajri llhami,S.H, M.H, pada
Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum dan Konsultan
Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening
yang beralamat kantor di Gedung HM-234 Jalan Aria Jaya
Santika RT. 004 RW.001, Desa Pasir Nangka, Kecamatan
Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten
sebagai “Penggugat”;

melawan

TERGUGAT, NIK 3271062704870002, lahir di Sabang pada tanggal 27 April
1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Xxxx Xxxxxx, bertempat tinggal di Xxx XXXXxX XX

XXX XX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,
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XXXXXXXXX  XXXKKKKK,  XXXX XXXXRXKKKK,  XXXXXXXX  XXXXXX,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2014
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register
perkara Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Tng, pada tanggal 7 Mei 2024,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu
berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 100/18-Tapem/IV/2024 diterbitkan
oleh Lurah Kenanga, Kecamatan Cipondoh, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXX, tanggal 23 April 2024, untuk itu mohon untuk berperkara secara
cuma-cuma (Prodeo);
2, Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal
10 April 2015 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat,
sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
0377/042/IV/2015 tertanggal 10 April 2015;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
tinggal bersama terakhir di XX XXXXXX XX XXX XX XXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXX  XXXXXXXXX  XXXXXXK,  XXXXXXXXX  XXXXXKKK,  XXXX XXXXXKKKX,
XXXXXXXX XXXXXX;
4, Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri
(ba’da dukhul) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
NADWA GEMPITA WARANGGANI, perempuan, lahir di Tangerang, 22
Juli 2018;
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5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Juli 2018
rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal
sebagai berikut:
5.1. Nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak mencukupi
kebutuhan rumah tangga;
5.2. Tergugat memiliki ~ sifat tempramental yang
berlebihan, yang mana pada saat terjadi perselisihan Tergugat sering
membanting barang bahkan sampai melempar Penggugat;
5.3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada
Penggugat, seperti kata-kata binatang;
5.4. Tergugat memiliki banyak utang kepada orang lain
tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Juli 2023 yang mana Penggugat terpaksa pergi
meninggalkan kediaman bersama terakhir dan hingga saat ini sudah tidak
ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan
bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan
memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya yang
timbul dari perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tangerang Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in  Shugro Tergugat

(TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;
Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakilnya/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor
989/Pdt.G/2024/PA.Tng, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa
khusus tertanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tangerang Nomor Reg. 326/KUASA/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, telah
pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita
acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya,
selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan
beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan
Penggugat;

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara
cuma-cuma Majelis Hakim telah memeriksanya dan telah menjatuhkan putusan
sela tanggal 20 Mei 2024 Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Thg yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-
cuma (prodeo);
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak
hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang
tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat
yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar
keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:
1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx, yang
dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0377/042/IV/2015, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kota
Bogor, Provinsi Jawa Barat tanggal 10 April 2015, bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

2.1 SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di Gg Masjid RT. Xxxxxx,
Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh xxxx xxxxxxxxx, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri yang sah;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal terakhir di XX XXXXXX XX XXX XX XXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXX  XXOXXXXXXX XXXXXXK,  XXXXXXXKK  XXXXXKKXK,  XXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juli 2018
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa
kali melihat dan mendengar perselisihan Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam
memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki
sifat temperamental dan sering membanting-banting serta
melemparkan barang-barang sewaktu terjadi perselisihan,
Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan
Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain tanpa
sepengetahuan Penggugat yang diketahui sewaktu orang
tersebut menagih hutang kerumabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Juli 2023, dimana Penggugat pergi meningalkan kediaman
bersama, karena sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama
dengan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;
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- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati
Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai
dengan namun tidak berhasil;

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan
Penggugat dan Tergugat;

2.2 SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di Gg Masjid RT. XxXxxx
Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh xxxx xxxxxxxxx, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah Tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri yang sabh;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal terakhir di XX XXXXXX XX XXX XX XXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXX  XXXXXXXXX XXXXXKK,  XXXXXXXKK XXXXXKKXK,  XXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juli 2018
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa
kali melihat dan mendengar perselisihan Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam
memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki
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sifat temperamental dan sering membanting-banting serta
melemparkan barang-barang sewaktu terjadi perselisihan,
Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan
Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain tanpa
sepengetahuan Penggugat yang diketahui sewaktu orang
tersebut menagih hutang kerumabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Juli 2023, dimana Penggugat pergi meningalkan kediaman
bersama, karena sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama
dengan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati
Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai
dengan namun tidak berhasil;

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan
Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup
dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada
pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal
121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi

dan patut;
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Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah
datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil’/kuasanya dan
ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan
tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap
datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang
berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan
pasal 126 HIR jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa
dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan
materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang
masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian
kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban
umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan
Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk
membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun
demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati
Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai
sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan
tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di
persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada
pokoknya ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:

Vol sed mnalg Sl alSa e aSla I o0 0

4l &

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah
haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2
(fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan surat sah
lainnya telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena
itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan
fotokopi akta autentik/sah surat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan
Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di
wilayah Kota Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo pasal
132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini
menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan
fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165
HIR), sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
terikat dalam perkawinan yang sah;
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Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih
dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan
berkepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai legitima
persona standi in judicio dalam perkara a quo;

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara
sah tertanggal 10 April 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanah Sareal Kota Bogor Propinsi Jawa Tengah, sehingga Penggugat merasa
mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan Penggugat
adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara
(legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat di samping bukti surat tersebut di atsa
Penggugat jugatelah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah
dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal
145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)
Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi
serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen
Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)
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Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (link and
match), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal
171 dan Pasal 172 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat
dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai
kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang
sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

¢ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah sejak tanggal 10 April 2015 dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak;

e Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir
kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering
membanting-banting serta melemparkan barang-barang sewaktu terjadi
perselisihan, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan
Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan
Penggugat yang diketahui sewaktu orang tersebut menagih hutang kerumabh;
¢ Bahwa puncak perselisihannya terjadi sejak bulan Juli 2023, dimana
Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak
sanggup lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan sejak sat itu antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi hubungan
seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;

e Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tekadnya yang kuat untuk
bercerai dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat
apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

e Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan ialah
ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu
kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri
lagi yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang dan sudah
tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan
lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta
tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan
kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya; antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (mitsagon gholizhon) yang
merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak
saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan
untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf
f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena
alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat
dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami
isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi.
Dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,
dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum, di mana
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan
hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian
dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang
merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi pihak
keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya
secara maksimal menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat
tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, patut
dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki
unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat
dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
menciptakan keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau
Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun
sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan
perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil
alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak
hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup
berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah
merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian
sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika di antara Penggugat
dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul
sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan
Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah
tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak
lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk
menghindari ekses negatif (mudarat) yang ditimbulkan lebih besar daripada
manfaat yang diperoleh, Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap
dipersatukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam
termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam
arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia
maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan
manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada
mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul
Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-
Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-llmiyyah, 1991) jilid 1 halaman 105, yang
berbunyi:
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Fall Iz e gl il 53
Artinya:  menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan
menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Figh Al-Islami wa
Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian
Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi
pendapat Majelis, menyatakan:

L Lyl S ey (g P10 e ¢, a5l lisd] el 2SQU 511
(2l 41 03 ke sy 51000, 5757 1 el dlall ade sl oDy
Wlyes b all S ge @pme 0y e ilb dalses dows 5 all el ol
Artinya:  Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan
perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga
kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi

petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh

berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal

tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim
(Pengadilan Agama). Jika kemudaratan dan kebenaran (dalil)
gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut

dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka
gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah
cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
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bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat
telah memohon untuk berperkara secara cuma-cuma dan terhadap
permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkannya dengan Putusan
Sela Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Tng. tanggal 20 Mei 2024, maka kepada
Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Miladiyah bertepatan
dengan tanggal 25 Dzulgaidah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Absari, M.H. sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H., dan Hj. Rodiyah, S.H, M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.l., M.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Absari, M.H
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H Hj. Rodiyah, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.l., M.H

Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran: Rp 0,00

Proses: Rp 0,00
Panggilan : Rp 0,00
PNBP: Rp 0,00
Redaksi: Rp 0,00
Meterai: Rp 0,00

Jumlah : Nihil

2L
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